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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Simamora (2004:4) akuntansi adalah proses pengukuran aktivitas
ekonomi suatu entitas dalam satuan uang dan mengkomunikasikan hasilnya
kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses akuntansi terdiri dari
dua Kkativitas utama yaitu: pengukuran dan pengkomunikasian.

Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa:

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang
menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2009)
mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan
perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini
merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan
sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Accounting Principle Board Statement Nomor 4 (Muhammad, 2009)
mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk
memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu
badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan
keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.
American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2009)
mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan,

dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan
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kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan

hasil-hasilnya”.

2.2 Pandangan Islam Tentang Akuntansi

Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istila al-
muhasabah. Dalam konsep islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah
pengembangan diserahkan kepada akal manusia.
Sebagai bukti sejarah maupun dari Al-quran, dalam surat Al — Bagarah ayat 282
yang berbunyi :
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Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan
dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu

maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah
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seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah
seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.
Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu
merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertagwa
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari
hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia
sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan
oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang
saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang
lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang
yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi
perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan
jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan
janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama
ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada
tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan
tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak
menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah
mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa
yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik
(derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertagwa kepada Allah;
dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa
Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.(Surah Al-Bagarah, Ayat 282)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka
bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah
menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

QS. Asy-Syu’ara : 181-184
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Akuntansi merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya
diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya.
Namun karena pentingya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan
memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-Bagarah ayat 282. Ayat
ini- sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang
dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan angka
keseimbangan atau neraca.

Karena akuntansi ini sifatnya muamalah maka pengembangannya
diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Sedangkan Al-Qur’an dan Sunnah hanya
membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral,
kebenaran, dan sebagainya. Jadi, untuk penetapan konsep dasar teori akuntansi
syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara
implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal dari
nilai-nilai tauhid.

Dalam surat Al-Bagarah Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan:

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi.

2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi.

2.3 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah manusia yang
merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan. Pada dasarnya
bank adalah lembaga perantara dan penyaluran dana antara pihak yang berlebihan
dengan pihak yang kekurangan. Dalam perekonomian modern, bank telah
menunjukkan peranan yang penting dan berhasil dengan baik dalam penyaluran
dana masyarakat.

Didirikannya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua
alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank

konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang
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dilarang dalam agama Islam, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha
terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan (Patrawijaya, 2009).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi untuk
memperlancar kegiatan ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usaha (seperti
investasi, perdagangan, dll) yang sesuai dengan Hukum Syariah menurut ajaran
Islam antara bank dan pelanggannya dalam pendanaan dan/atau pembiayaan
kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan nilai-nilai makro dan mikro
Islam (Ascarya, 2005). Nilai makro meliputi nilai keadilan (‘adl), menguntungkan
bagi masyarakat (maslahah), sistem zakat, bebas dari riba atau bunga, bebas dari
kegiatan-kegiatan spekulatif dan tidak produktif (maysir), bebas dari ketentuan
dan kondisi yang tidak jelas (gharar), dan bebas dari cacat dan melanggar hukum
transaksi (bathil). Sedangkan nilai mikro yang harus tertanam dalam praktek bank
syariah meliputi sifat terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu
jujur (shiddiqg), mengulurkan tangan (tabligh), dapat dipercaya (amanah) serta
kompeten dan professional (fathonah). Selain itu, dimensi keberhasilan bank-bank
Islam termasuk sukses di dunia (yang berorientasi jangka pendek) dan di akhirat
(yang berorientasi jangka panjang), dimana memperhatikan kemurnian sumber,
ketepatan proses dan manfaat dari hasil. Secara konsep, bank syariah adalah bank
yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan
keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan
(Laksmana, 2009). Dalam operasionalnya, konsep tersebut dipraktekkan yaitu:

1. Keadilan. Diwujudkan melalui mekanisme berbagi hasil dalam

memberikan keuntungan bagi para penabung dan deposan. Demikian
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pula pembiayaan memberikan bagi hasil dari pendapatan usahanya
kepada bank atau memberikan margin keuntungan dari pembelian
barang yang dibiayai bank.

Kemitraan. Mekanisme bagi hasil mengandung unsur kemitraan, yaitu
kepercayaan dan Kkeselarasan antara bank dan nasabah. Dalam
hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah yang dibiayai tidak
diposisikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima
pinjaman), tetapi bank adalah mitra nasabah dalam bekerja sama untuk
suatu usaha dan apabila diperoleh hasil dari usaha bersama tersebut,
akan dibagi sesuai kesepakatan sesuai porsi masing-masing pihak di
dalam usaha.

Keterbukaan. Dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dituntut
untuk terbuka terhadap seluruh stakeholders (pemangku kepentingan).
Salah satu wujudnya adalah bank syariah memberikan laporan
keuangan mengenai kinerjanya kepada stakeholders secara rutin, tidak
hanya mengetahui kemampuan bank dalam mengelola usaha dan
mendapatkan keuntungannya.

Universalitas. Keberadaan bank syariah tidak ditujukan hanya untuk
kalangan tertentu, tetapi harus bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh

seluruh kalangan tanpa melihat latar belakang individu dan keyakinan.
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Tabel 2.3 Perbedaan Pokok Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah Bank Konvensional

1. Melakukan investasi-investasi yang | 1. Investasi yang halal dan haram.
halal saja.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual | 2. Memakai perangkat bunga.
beli, atau sewa.

3. Profit dan falah oriented. 3. Profit oriented.

4. Hubungan dengan nasabah dalam | 4. Hubungan dengan nasabah
bentuk hubungan kemitraan. dalam bentuk hubungan debitor-
kreditor.

5. Penghimpunan dan penyaluran | 5. Tidak terdapat dewan sejenis.
dana harus sesuai dengan fatwa
Dewan Pengawas Syariah.

Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio (2001)

Di dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah terdiri:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana
yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas
dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik
dana/shahibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki
oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer
investasi).

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan

penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optimal).
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2.4 Konsep Operasional Bank Syariah
Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam
ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad.
Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank
syariah. Kelima konsep tersebut yaitu (Muhammad dan Dwi, 2009):
1. Prinsip simpanan murni (al-wadiah)
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank
Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan
dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas al-
wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan
keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia
perbankan konvensional al-wadiah identik dengan giro.
2. Bagi hasil (syirkah)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil
usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil
usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun
antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang
berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih
jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk
produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan,

sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.
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3. Prinsip jual beli (at-tijarah)
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual
beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang
dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan
pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang
tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah
keuntungan (margin).

4. Prinsip sewa (al-ijarah)
Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama ijarah,
sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk
lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat
membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian
menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada
nasabah. Kedua, bai al takjiri atau ijarah al muntahiyah bit tamlik
merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa
mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa
(financial lease).

5. Prinsip fee/jasa (al-ajr walumullah)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan
bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank
garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah

prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umulah.
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Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan
menjadi tiga kelompok, yaitu (Muhammad, 2009):
1. Produk Penghimpunan Dana

a. Prinsip Wadi'ah
Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan gardh, dimana nasabah
bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai
yang peminjam,

b. Prinsip Mudharabah
Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak
sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan
bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika
terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga

model, yaitu:

a. Prinsip Jual Beli Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk
transfer of property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan
menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi
bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah
Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang

diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
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2. Salam
Salam adalah akad jual beli barang dengan pengiriman di kemudian
hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat
akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sekilas transaksi
salam mirip dengan transaksi ijon. Namun secara keseluruhan salam
tidak sama dengan transaksi ijon, dan karena itu dibolehkan oleh
syariah karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan di
kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan
waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad
terjadi.

3. Istishna’
Akad istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu
yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

b. Prinsip ljarah (sewa)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada

dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek

transaksinya jasa atau manfaat barang.

c. Prinsip Syirkah

1. Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau

lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak
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memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi
kontribusi dana. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan
mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja
bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga
tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan
pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya.

2. Mudharabah
Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana
dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas
dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak,
sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana
kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh
pengelola dana.

3. Produk jasa
a. Al-Hiwalah (alih utang-piutang)
Dalam praktek perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan

produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
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b. Rahn (gadai)
Digunakan untuk memberikan jaminan pembiayaan kembali kepada bank
dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi
kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri; jelas ukuran, sifat dan nilainya
ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan dapat dikuasai namun tidak
boleh dimanfaatkan oleh bank.

c. Al-Qardh (pinjaman kebaikan)
Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan
berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan
keperluan sosial. Dana gardh yang diberikan kepada nasabah diperoleh
dari dana zakat, infak dan shadagah.

d. Wakalah
Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya
melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer.

e. Kafalah (bank garansi)
Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.
Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan
sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank syariah dapat pula
menerima dana tersebut dengan wadi’ah. Bank mendapatkan ganti biaya

atas jasa yang diberikan.
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2.5 Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji,
perjanjian, kontrak (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Akad secara bahasa
adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah
menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya
pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali
yang satu (Mas’adi, 2002: 75).

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan
dengan perjanjian di dalam Al-Qur’an setidaknya ada dua istilah yaitu al ‘agdu
(akad) dan al ‘ahdu (janji) (Dewi, 2005). Istilah al ‘agdu terdapat dalam Surat Al-
Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata bil 'uqud yang terbentuk dari hurf
jar ba dan kata a/ ‘uqud atau bentuk jamak taksir dari kata a/ ‘aqdu oleh tim
penerjemah Departemen Agama RI diartikan sebagai perjanjian (akad)
(Departemen Agama RI, 1418 H: 156). Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur
Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan
cara yang dibenarkan syar’i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

obyeknya (Basyir, 2000).

2.6 Tinjauan Tentang Pembiayaan
2.6.1 Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah
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pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan. (Muhammad, 2005: 17). Sedangkan dalam (Kasmir, 2006: 102)
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak
yang merupakan defisit unit. (Kasmir, 2001).

Sedangkan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah
yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2005).
Dari definisi- definisi yang telah dijelaskan diatas maka jelaslah bahwa
pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank
untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak- pihak yang membutuhkan
(nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua
belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan
juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu samasama
menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana
yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan

dibank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk
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apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank Syariah juga lebih

menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih

dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.

2.6.2 Unsur- Unsur Pembiayaan

a) Unsur- Unsur Pembiayaan Menurut Konvensional

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas
pembiayaan Kasmir (2005 : 94) adalah sebagai berikut :
1) Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan bagi sipemberi pembiayaan
bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang atau
jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
2) Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pembiayaan juga
mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan
si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu akad
dimana masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya
masing-masing.
3) Jangka Waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka
waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian
pembiayaan yang telah disepakati.
4) Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan
menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian
pembiayaan.
5) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu

pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.
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Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini
merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan
prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
b) Unsur- Unsur Pembiayaan Menurut Syariah
Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah menurut Sabiq (1998: 178)
adalah sebagai berikut :
1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya
bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan
yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum
syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah
adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi
masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian
tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan
perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian
yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam
hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian
tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah
didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masingmasing
pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan
lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal
ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak

yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak
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mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak
bebas pihak-pihakyang mengadakan perjanjian.
3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang
diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi
perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman
diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan
dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau
penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian
atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai
interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.
2.6.3 Jenis-Jenis Pembiayaan
a) Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan
usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan
produktif dibagi menjadi (Antonio, 2001) Pembiayaan modal kerja yaitu
pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) Peningkatan produksi, baik
secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif
yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, (b) untuk keperluan
perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang
modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan
itu. Dalam hal ini pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk

keperluan nasabah vyaitu penambahan modal guna mengadakan
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rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru, diamana ciri-
ciri pembiayaan investasi ini adalah untuk pengadaan barang-barang
modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah,
berjangka waktu menengah dan panjang.

b) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan atau pembiayaan konsumtif dapat dijelaskan sebagai
suatu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan
umumnya bersifat perorangan. (Antonio, 2001: 168).

2.6.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian  kriteria-kriteria serta aspek
penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang
ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria
penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah
yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.
(Kasmir, 2005: 104-105). Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:
a. Character (Karakter)
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan
diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari
latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan
maupun yang besifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaaan
keluarga, hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran “kemauan”

nasabah untuk membayar.
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b. Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang
dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur
dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan
pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan
usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam
mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. Capital (Modal Sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan
(neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari
segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga
harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Colleteral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang
diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi
suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan
secepat mungkin.

e. Condition (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan
politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor
masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki
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prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut

bermasalah relatif kecil.
Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai
berikut (Kasmir, 2005: 106-107) :
a. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap,
emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
b. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan
mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
c. Perpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan
pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, contoh untuk modal
kerja,konsumtif dan lain sebagainya.
d. Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang
menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunnyai prospek atau
sebaliknya. Hal ini penting mengingat bukan hanya bank yang rugi akan tetapi
juga nasabah.
e. Payment Merupkan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan
pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk

mengembalikan pembiayaan.
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f. Profitability, Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap
sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang
akan di perolehnya.

g. Protection, Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan
mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau

orang atau jaminan asuransi.

2.7 Tinjauan Tentang Mudharabah
2.7.1 Definisi Mudharabah

Definisi mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa: “Mudharabah adalah akad
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana)
menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak
selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan,
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Secara terminologi, para Ulama Figh mendefinisikan Mudharabah atau
Qiradh (As-Sarakhsi, Jilid 22: 18) sebagai:

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja
(pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu
menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola usaha

mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak
ini adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan
mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian

(jika ada) akan ditanggung sendiri oleh si investor.
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2.7.2 Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah
Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, terdapat tiga
jenis mudharabah, yaitu mudharabah muthlagah, mudharabah mugayyadah,
dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlagah adalah mudharabah
dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam
pengelolaan investasinya. Mudharabah mugayyadah adalah mudharabah
dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain
menegnai tempat, cara dan atau objek investasi. Mudharabah musytarakah
adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dan menyertakan modal atau
dananya dalam kerjasama investasi.
2.7.3 Rukun-rukun Mudharabah
a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)
c. Persetujuan kedua belah pihak (ljab Qabul)
d. Nisbah bagi hasil
2.7.4 Karakteristik Mudharabah
Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, terdapat beberapa
karakteristik mudharabah, yaitu sebagai berikut:
a. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.
Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer;
b. Dalam mudharabah magayyadah, pemilik dana memberikan batasan

kepada pengelola dana, yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana
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dengan dan lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi
penjualan cicilan,tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, dan
mengharuskan pengelola dan auntuk melakukan investasi sendiri
tanpa melalui pihak ketiga;

c. Pada prinsipnya, dalam menyalurkan mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka
pemilik dan akan dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau
pihak ketiga.Jaminan ini hanyadapat dicairkan apabila pengelola dana
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam akad;

2.7.5 Pengakuan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bagi pemilik
dana, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai
investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas
kepada pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang diterima
dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah
temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar
nilai tercatatnya. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana
atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Kerugian
yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui
sebagai beban pengelola dana. Kesalahan atau kelalaian pengelola dana

dapat ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak
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terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau
yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang
berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh
tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi
mudharabah diakui oleh pemilik dana sebagai piutang. Jika investasi
mudharabah melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha
diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang
disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad
mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan
kerugian investasi.

Pada saat akad berakhir, selisin antara investasi mudharabah
(setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi) dan pengembalian
investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui
berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari
pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi
hasil usaha. Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana
dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi

mudharabah.
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2.7.6 Pengukuran Mudharabah
Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pengukuran
investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
a. Investasi mudharbah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang
dibayar kan;dan
b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai
wajar aset non kas pada saat penyerahan:
(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya
diakui,maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan
dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah; dan
(i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka
selisihnya diakui sebagai kerugian.
Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset
nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang
dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, jadi
kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
2.7.7 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pembagian hasil
usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi
laba. Jenis berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha
adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet).

Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba
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neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah.
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